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Abstract

Flow in the "Financial State and Government" at the Conference on World Government highlighted the important role of fiscal
policy and financial policy and management in promoting, building, and ensure good governance. Link could not be released
between the ability of the state government as a whole in adopting, implementing, and ensure fiscal and financial policies, on the
one hand, and the capacity of government that is effective, efficient, and responsive to the other side, the main theme of the
discussion of financial issues state and government.
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Abstrak

Aliran dalam “Keuangan Negara dan Pemerintahan” pada Konferensi Pemerintahan Dunia menyoroti peran penting dari kebijakan
fiskal dan kebijakan keuangan serta manajemen dalam mempromosikan, membangun, dan memastikan pemerintahan yang baik.
Kaitan yang tak mungkin bisa dilepaskan antara kemampuan pemerintahan negara secara keseluruhan dalam mengadopsi,
menerapkan, dan menjamin kebijakan fiskal dan kebijakan keuangan, di satu sisi, dan kapasitas pemerintah yang efektif, efisien,

dan responsif pada sisi yang lain, menjadi tema utama pembahasan masalah keuangan Negara dan pemerintahan.

Keywords : Keuangan Negara, Pemerintahan

Pengantar

Vito Tanzi mengutarakan pembahasan
dengan mengklarifikasi hubungan antara
pemerintahan dan manajemen pendapatan dan
belanja negara. Pemerintahan yang baik
merupakan komponen utama dalam strategi
pembangunan sebuah negara yang di dalamnya
mempromosikan  stabilitas = makroekonomi,
kesetaraan ekonomi dan sosial, dan efisiensi
kelembagaan. Manajemen pendapatan dan
belanja negara, pada gilirannya, merupakan
kendaraan utama yang mendemonstrasikan
komitmen pemerintah bagi sasaran ini.
Keputusan pemerintahan yang jelek tidak akan
selalu berakibat pada efesiensi dan efektivitas
pendapatan dan belanja negara, namun kinerja
yang buruk dalam pendapatan dan
pembelanjaan biasanya hampir selalu
merupakan percabangan dari pemerintahan
yang jelek.

Tanzi menguraikan secara terperinci
atas isu korupsi, yang didefinisikan sebagai
penyalahgunaan kekuasaan negara demi
kepentingan  pribadi, dalam  perpajakan
maupun pembelanjaan. Faktor-faktor yang

berkontribusi pada korupsi adalah keuangan
negara yang mengakar terlalu dalam. Faktor-
faktor ini termasuk peraturan dan otoritas,
keputusan perpajakan, keputusan pengeluaran,
ketetapan atas barang dan jasa di bawah harga
pasar; kualitas birokrasi; tingkat upah pegawai;
transparansi aturan, hukum dan prosesnya,
serta keleluasaan keputusan. Bagaimanapun,
ada faktor lain seperti kualitas kepemimpinan
dan sistem hukuman yang tidak ada kaitannya
dengan keuangan negara.

Kantor perpajakan adalah lembaga
yvang secara khusus rentan terhadap aksi
korupsi. Ketika hukum pajak tidak jelas dan
subjek pajak memiliki banyak interpretasi, gaji
pegawal pajak yang rendah, prosedur
administratif yang kurang transparan dan
administratur pajak yang mempunyai
keleluasaan pada keputusan penting yang
berdampak luas, peluang untuk terjadi korupsi
adalah sangat besar. Laporan dari berbagai
negara secara faktual mengindikasikan bahwa
internal kantorpendapatan dan bea cukai
adalah pos yang paling terkenal korupsinya
dalam birokrasi. Dilaporkan, para pelamar
mengajukan lamaran bahkan bagi posisi paling
rendah sekalipun karena tahu bahwa dari situ
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mereka bisa mendapatkan pendapatan ekstra
dari tugasnya.

Bagaimana memerangi korupsi? Tanzi
mengajukan dua strategi dasar. Pertama
adalah mengikuti pendekatan toleransi-nol. Ini
berarti memperkuat mekanisme yang kuat bagi
anti korupsi, termasuk promosi keadilan
kantor, pendirian komisi pemberantasan
korupsi, pengawasan yang baik bagi PNS,
hukuman yang lebih berat bagi pegawai
pemerintah yang melanggar, gaji yang lebih
tinggi bagi PNS, pengurangan hak atas privacy
dalam hal pengungkapan kekayaan, jaringan
dengan lembaga antikorupsi nasional dan
internasional, dan ekspos media. Strategi lain
adalah dengan memodifikasi peran negara
seperti perubahan kebijakan yang
terlembagakan yang mengurangi tuntutan bagi
korupsi dengan menurunkan skala aturan,
kewenangan, kegiatan  kuasi-fiskal, dan
aktivitas lain  yang cenderung  untuk
diselewengkan oleh PNS dan karyawan
pemerintah. Kedua strategi itu diperlukan dan
akan saling melengkapi satu sama lain dalam
memerangi korupsi. Tanzi menyimpulkan
bahwa  memperbaiki  pemerintahan  dan
memerangi korupsi harus dilaksanakan pada
dua hadapan (muka): tuntutan atas korupsi dan
penyediaan bagi beberapa kegiatan yang perlu
untuk dikurangi.

Sistem manajemen belanja negara
tradisional beroperasi melalui prosedur norma
yang diterima yang berorientasi secara kuat
dalam menghadapi masukan-masukan yang
menekankan pemenuhan daripada hasil yang
memuaskan kebutuhan publik. Terdapat
kebutuhan  untuk  menggeserkan  sistem
manajemen belanja negara (PEM) yang ada
saat ini ke paradigma baru yang menekankan
hasil-hasil melalui sistem reformasi yang
mengubah insentif dan susunan lembaga.
Dalam setiap sistem PEM, ada tiga hasil yang
diharapkan, yakni, disiplin fiskal secara
agregat, efisiensi yang teralokasikan dan
efisiensi teknis. Disiplin fiskal secara agregat
memastikan bahwa anggaran bisa
berkelanjutan pada jangka menengah dan
defisit fiskal berada dalam tingkat yang bisa
diatur. Hal ini1 dapat dilakukan dengan
mengenalkan suatu kerangka kerja
makroekonomik jangka menengah ke dalam
diskusi anggaran, yang menganugrahkan posisi
dominan kementrian pusat terkait pengeluaran
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agregat dan mendirikan batasan-batasan secara
formal pada pengeluaran dan peminjaman.

Dengan menyediakan disiplin fiskal
secara agregat, prioritas anggaran strategis
merupakan tantangan ke depan. Dengan kue
yvang terbatas, keputusan atas alokasi anggaran
harus konsisten dengan hasil-hasil strategis
yang dinginkan dalam rencana jangka
menengah. Demikian juga mencakup
mekanisme bahwa rekonsiliasi target dan hasil
lembaga dan promosi transparansi dan laporan
periodik dari keluaran-keluaran dan hasil-
hasilnya.

Pengukuran kinerja memerlukan
berbagai jenis indikator kiner ja seperti
masukan, keluaran, hasil, proses, dan dampak.
Paradigm pengukuran kinerja terbaru
menekankan hasil-hasil dan dampak sebagai
pengganti input dan indicator pelengkap.
Bagaimanapun, ukuran kinerja apapun yang
dipilih penting bahwa hal tersebutharus jelas,
relevan, ekonomis, cukup lengkap, dan dapat
dipantau. Akhirnya, penting untuk disadari
bahwa pengukuran kinerja dipertimbangkan
hal yang paling sensitive dan susah dalam
bidang manajemen belanja Negara karena ini
memberikan insentif dan sanksi nyata pada
aktivitas pemerintah.

Guna memindahkan agenda reformasi
yvang disebutkan di atas, pemerintah Pilipina
telah memobilisasi dukungan dari para
pemangku kepentingan, yakni, kepemimpinan
nasional, baik cabang eksekutif maupun
legislative, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
Diantara semuanya, hal ini telah dilaksanakan
dengan menciptakan grup dialog atas anggaran
dan masyarakat lainnya dimana para
pemangku kepentingan peduli untuk
menyiarkan dan mendiskusikannya, dan
pengadopsian prosedur baru dalam pencairan
dana. Demikian juga, upaya pembangunan
kapasitas guna menguatkan kemampuan
manajemen perubahan telah dimulai dengan
dukungan dari lembaga donor internasional dan
para ahli setempat.

Pada intinya, penganggaran adalah
proses pengambilan keputusan dalam
menemukan keseimbangan yang pas antara
tingkat yang dapat diterima dari pengeluaran,
pendapatan, dan utang. Di bawah payung
"penyeimbangan  anggaran" secara  luas
merupakan  bagian dari permasalahan
anggaran yang terkait dengan pengeluaran,

497



pendapatan, atau utang. Setiap permasalahan
membutuhkan  keputusan, dan  agregasi
keputusan ini membandingkan '"keputusan
untuk membiayai kebijakan dan program
pemerintah.Keputusan akhir tentang
permasalahan anggaran biasanya merupakan
pilihan (atau serangkaian pilihan) pada paket
anggaran oleh lembaga legislatif (termasuk veto
yvang membatalkan keputusan). Hal m
merupakan aspek penganggaran yang luas, dan
proses umum (atau proses-proses) yang
mengarah pada pilihan anggaran, umumnya
mencakup dan dijelaskan sebagai
penganggaran secara makro.

Permasalahan anggaran merupakan
bagian integral dari masalah kebijakan publik
yvang luas.Dennis Palumbo (1995, 11)
mendefinisikan  kebijakan publik  sebagai
"penuntun di belakang prinsip peraturan,
hukum, dan program; manifestasi yang tampak
adalah strategi-strategi yang diambil oleh
pemerintah dalam memecahkan masalah
publik. "Dengan demikian, kebijakan publik
dicirikan sebagai hal yang "kompleks, tak
terlihat, dan sukar dipahami." Keputusan
anggaran membiayai rencana program bagi
tindakan pemerintah pada isu tertentu.Harold
Smith (1945) yang diakui sebagai direktur Biro
Anggaran Federal (BOB), menekankan bahwa
anggaran mencerminkan program dari kepala
eksekutif dan harus mencakupaspekpolitik,
ekonomi, dansosialdari program itu.Demikian
pula, Norton Long (1949, 257) memperlihatkan
bahwa "rasionalitas administratif
mempersyaratkan evaluasi kritis dari seluruh
jajaran kekuatan dan perpindahan secara
kompleks pada dukungan, persetujuan, atau
impotensi sementara pada kekuatan untuk
bertindak atas andalan-andalannya."

Sebagian besar gubernur, tentunya

dengan beberapa pengecualian, sudah
berpikiran-kebijakan. Coleman Ransone (1982)
mencatat bahwa pembentukan kebijakan

merupakan salah satu fungsi tempat gubernur
aktif secara personal di dalamnya. Dia
berpendapat bahwa proses pembentukan
kebijakan negara mencakup serangkaian
keputusan besar dan kecil yang dibuat oleh
gubernur selama beberapa tahun. Dampak
kumulatif = darikeputusangubernur  selama
menjalankan administrasi-nya mungkin
menentukan efektifitas dalam semua aspek
peran  penentuan  kebijakan-nya.Beberapa
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keputusan jauh lebih dramatis dari pada yang
lainnya. Anggaran dan persiapan melibatkan
peran terbesar gubernur dalam pembuatan
kebijakan. "Tidak ada pejabat terpilih lainnya
yang memainkan peran penting sepertiai
gubernur dalam menetapkan agenda
kebijakannya." (Bernick dan Wiggins 1991, 75).

Gubernur  mempromosikan  agenda
kebijakan mereka melalui pengembangan
anggaran dan rekomendasi secara dramatis
melalui presentasi dari Anggaran Negara.
Mantan Direktur Anggaran New York Dall
Forsythe (1997) berbicara secara khusus bahwa
dokumen tersebut mungkin pernyataan yang
paling rinci dari rencana gubernur tersebut
untuk satu atau dua tahun ke depan. Para
petinggi perlu mengkoordinasikan kedua hal
dalam anggaran tersebut sehinga dapat
membiayi berbagai inisiatif Negara. Gubernur
dan direktur anggaran perlu merencanakan
inisiatif program dan inisiatif politik dari para
kepala eksekutif. Para direktur anggaran
memiliki  tanggung jawab utama dalam
mengembangkan rencana keuangan
pendahuluan dari total pengeluaran dan total
pendapatan yang dihasilkan dari perkiraan
awal dan perkiraan pendapatan.

Studi James Gosling (1991) terhadap
agenda kebijakan gubernur menemukan bahwa
gubernur telah meningkatkan penggunaan
anggaran sebagai  kendaraan  kebijakan,
terutama sejak paruh kedua tahun 1980-an.
Burdett Loomis (1994, 43) menjelaskan di
tempat kerja Gubernur dalam rantai kebijakan
dan anggaran pada satu tahun anggaran di
Negara bagian Kansas, yang mencatat secara
simultan guna membangun anggaran, gubernur
itu  merangkai Pidato tahunan, yang
memberikan kepala eksekutif yang paling
penting untuk memusatkan perhatian negara
pada isu-isu yang dianggap paling penting.
Meskipun anggaran dan proses pidato-menulis
saling melengkapi, catatan Loomis tidak
identik. Agenda kebijakan gubernur difokuskan
pada beberapa inisiatif, sementara anggaran
harus mencakup rentang yang luas dari
kebijakan dan program negara. Pengembangan
dan rekomendasi anggaran berfungsi sebagai
landasan bagi pidato gubernur.

Kerangka Konseptual
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VO Key (1940) membingkai
permasalahan anggaran sebagai salah satu hal
dalam mengalokasikan pengeluaran struktur
pembangunan di antara tujuan yang berbeda
dalam mencapai dan menyarankan kembali
preferensi model  rasionalitas anggaran
berdasarkan rasionalitas ekonomi dan doktrin
utilitas marjinal terbesar. Namun, pada
akhirnya, 1ia menyimpulkan bahwaModel
rasionalitas ekonomi "memiliki ikatan yang
tidak nyata bila diterapkan kepada pengeluaran
publik”. Pemanfaatan yang paling
menguntungkan dari dana publik
menyelesaikan dirinya menjadi soal preferensi
nilai antara ujung denominator yang tidak
begitu umum. Dengan demikian,
pertanyaannya adalah masalah dalam filsafat
politik."(Key 1940, 1143-1144).

Verne Lewis (1952) merespon tantangan
Key dan berpendapat bahwa anggaran
pengambilan keputusan harus didasarkan pada
analisis utilitas marjinal, bukan pada teori
filsafat politik. Dia berusaha untuk mengatasi
masalah sebutan umum dengan
membandingkan "hal-hal yang tidak seperti
kelihatannya" dengan menggunakan biaya dan
manfaat marjinal dari permintaan anggaran
yang saling bersaing sebagai dasarnya. Elemen
penting dari modelnya diwujudkan demi
beberapa derajat dalam kinerja penganggaran
dan reformasi penganggaran berbasis nol pada
dekade kemudian. Namun, perspektif itu
didasarkan pada model rasionalitas ekonomi,
dan telah mengabaikan masalah mendasar
preferensi nilai filosofis yang dicatat oleh Key,
modelnya tidak dapat menuntun keputusan
ketika mnilai-nilai nonekonomi tidak dapat
diabaikan.

Wildavsky (1978) terutama tertarik
pada apa yang dia sebut gaya pengambilan
keputusan ‘"interaksi sosial". Dia menarik
kontras antara gaya tradisional yang disukai
dan gaya dorongan-informasi, yang dia sebut
sebagai  para  "intelektual-gaya  kognisi".
Kelompok dominan menggunakan "tindakan-
antar-sosial" yakni suatu gaya yang tidak akan
mengumpulkan, menganalisis, atau menyajikan
informasi jika hal itu mungkin meningkatkan
ketegangan  yang dapat memperlambat
penyelesaian masalah, mengancam kekuatan
kelompok inti secara jangka panjang dalam
sistem pembuatan kebijakan, atau tindakan
yang menjadi begitu mahal dalam cara lain.

Jejaring Administrasi Publik. Th VI. Nomor 1, Januari-Juni 2014

Wildavsky berpendapat bahwa
pendekatan ini lebih bersifat politis dan kurang
ketat analitis alam-nya daripada gaya kognitif
yang didorong pengambilan keputusan yang
sarjana dan insinyur cenderung lebih
menyukai. Penelitian menunjukkan bahwa
politik behavior dapat melemahkan efektivitas
karena sering melibatkan penindasan,
pengabaian, dan distorsi informasi (Cyert dan
March, 1963), dan fokus pada analisis "obyektif"
dengan mengorbankan perhatian struktur
kekuasaan yang mengelilingi masalah sehingga
menyebabkan kebijakan yang dibuat tidak
efektif (Pfeffer 1981). Oleh karena itu,
Wildavsky mengakhiri denganperingatanpada
pembuatan  kebijakan berdasarkan pada
keseimbangan interaksi sosial dan kognisi
intelektual.

Jika itu adalah preferensi nilai dari
para bendahara yang pada  akhirnya
menggiring anggaran. Alokasi keputusan, maka
model pengambilan keputusan anggaran perlu
menggabungkan cara di mana nilai-nilai yang
dibawa untuk menanggung pada aspek
permasalahan anggaran ekonomi yang dihadapi
pembuat keputusan pemerintah. Permasalahan
anggaran dimengerti pertama kali sebagai
masalah kebijakan yang membawa kita untuk
berpikir penganggaran sebagai lebih dari
sebuah latihan efisiensi dalam ekonomi.

Ada dua jenis umum dari perubahan
kebijakan yang menghasilkan permintaan
anggaran. Kebanyakan hanya perubahan
tambahan bagi kebijakan dan program yang
ada, beberapa merupakan perubahan penting
dalam kebijakan dan dapat meresmikan
program baru atau yang secara radikal
mengubah orang lain. Tidak mengherankan,
ada dua dasar keputusan dalam membuat
model yang mencoba menjelaskan jenis
perubahan kebijakan: inkrementalisme dan
Model Kaleng Sampah (GCM). Proses kebijakan
Charles Lindblom(1968) menjelaskan proses
untuk membuat perubahan inkremental ke
kebijakan. Wildavsky (1964, et seq.) kemudian
menggunakan tambahan model pengambilan
keputusan untuk menjelaskan perubahan
anggaran juga.

Sementara Lindblom dan pengenalan
Wildavsky tentang inkrementalisme yang
berfokus perhatian pada aspek-aspek
perubahan yang berturut-turut bagi program
diprediksi kecil, ahli lain (Miller 1991; Kingdon
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1995) telah meneliti kegunaan GCM dengan
keputusan-keputusan yang pada awalnya
dikembangkan oleh Michael Cohen dkk. (1972).
John Kingdon (1995) berhasil menerapkan
GCM untuk penyusunan agenda dalam proses
kebijakan publik bagi pemerintah Amerika
Serikat dengan menjelaskan perubahan yang
lebih radikal dalam kebijakan publik. Demikian
juga, dengan model penganggaran real-time
(RTB) dari Irene Rubin (1997) memiliki rasa
yang kuat dari framework GCM.Kami pertama
kali menjelajahi pengambilan keputusan Model
Kingdon yang didasarkan pada GCM untuk
mengekstrak beberapa fitur yang relevan dalam
memahami penganggaran.

Meskipun model penyusunan agenda
kebijakan (PAS) dari Kingdon ini tidak focus
pada aspek anggaran dari proses kebijakan,
analisisnya menunjukkan pada kita
sehubungan  dengan  bagaimana  agenda
kebijakan publik menghasilkan permintaan
anggaran yang dianggap penting oleh kantor
anggaran pusat. Model Kingdon memiliki tiga
fitur penting: aliran keputusan ganda, dua
kelompok keputusan aktor, dan dua jenis
peluang keputusan.

Bagaimana seseorang bisa menjelaskan
tentang keputusan-keputusan yang melibatkan
aktor yang beroperasi pada sistem yang dapat
dicirikan sebagai anarki terorganisir? Cohen
dkk.(1972) menyelesaikan tugas ini dengan
mencatat bahwa anarki terorganisir memiliki
tiga karakteristik utama. Pertama, aktor
memiliki preferensi yang bermasalah untuk
mengatakan bahwa mereka kadang-kadang
tidak jelas, kadang-kadang tidak konsisten, dan
sering berubah. Mungkin lebih penting lagi,
preferensi sering tidak diketahui, dan mereka
ditemukan melalui tindakan lebih daripada
sebagai dasar untuk melayani.

Kedua, teknologi pembuatan keputusan
kurang dipahami oleh organisasi aktor, yang
mengatakan bahwa sering kali mereka tidak
jelas tentang proses untuk mengerjakan tugas
dan sebagian besar tidak tahu apa yang aktor
lainnya lakukan dalam organisasi. Ketiga,
partisipasi yang begitu cair dalam organisasi,
yang berarti bahwa anggota mencurahkan
waktu tidak merata dan usaha untuk kegiatan
yang berbeda dan waktu bekerja yang mudah
diinterupsi pada satu subjek.

Memecahkan masalah dalam anarki
terorganisir tidak menyerupai tradisi proses
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nasional, yang secara linear ditentukan oleh
model standar Sinoptik (mengidentifikasi
masalah, mengidentifikasi alternatif,
mengevaluasi alternatif, memilih alternatif
yvang terbaik). Kesempatan menentukan
pilihan adalah dasar untuk metafora tong
sampah, untuk mereka terdiri dari masalah dan
solusi seperti yang dihasilkan dan pengetahuan
dari orang-orang yang terlibat. Apa yang
tersedia dalam pilihan kesempatan tergantung
pada "campuran kaleng [sampah] yang tersedia,
pada label yang melekat pada kaleng alternatif,
pada apa sampah saat in1 sedang diproduksi,
dan kecepatan sampah yang dikumpulkan dan
dipindahkan dari tempat kejadian." (Cohen dkk.
1972, 2).

Anarki Terorganisir membuat tiga jenis
keputusan dengan  resolusi  (pilihan
menyelesaikan masalah setelah bekerja pada
mereka selama beberapa waktu), dengan
penerawangan (masalah yang melekat pada
pilihan lain dan pilihan baru dibuat), dan
dengan penerbangan (masalah yang belum
terselesaikan karena masalah meninggalkan
pilihan, memungkinkan keputusan yang akan
dibuat). Keputusan juga dapat menggabungkan
penerbangan dan pengawasan, di mana
beberapa masalah meninggalkan pilihan dan
sisanya yang terhindarkan diselesaikan. Oleh
karena itu, tidak semua masalah yang
ditangani dan tidak semua peluang pilihan
yang diambil.

Cohen dkk. berpendapat bahwa
implikasi yang paling penting dari model kaleng
sampah adalah bahwa pengambilan keputusan
melalui derajat dan pengawasan yang jauh
lebih umum daripada dengan resolusi. Proses
ini juga sensitif terhadap variasi sumber daya
yvang diperlukan dalam membuat keputusan,
seperti kebutuhan energi meningkat, masalah
cenderung untuk diselesaikan, kenaikan
derajat, dan waktu keputusan mengambil lebih
panjang?.

Model PAS membedakan antara agenda
pemerintah, daftar subyek atau masalah, aktor
kebijakan yang memberikan perhatian serius,
dan agenda keputusan, yang merupakan bagian
dari masalah pada agenda pemerintah yang
dijadwalkan bagi keputusan yang aktif.Agenda
pemerintah terstruktur oleh politik danmasalah
isu-isu kebijakan. Masalah ini tidak mungkin
pindah menjadi agenda keputusan kecuali
aliran politik dan solusi bergabung.

500



Sebuah  program  atau  alternatif
kebijakan yang mengambang dalam aliran
kebijakan harus dapat digabungkan baik untuk
masalah penting atau perubahan dalam aliran
politik jika ingin dianggap serius dalam konteks
yang lebih luas dari kebijakan spesialis
'masyarakat.

Peribahasaa “jendela mungkin terbuka
untuk waktu yang singkat, tetapi jika kopling
tidak dibuat cepat, jendela menutup" (Kingdon
1995, 187). Tindakan yang dilakukan selama
satu jendela yang terbuka dapat mengatur
prinsip-prinsip yang membimbing masa depan
keputusan dalam arena kebijakan, atau prinsip-
prinsip yang meluas ke arena lain. Sementara
kebijakan beberapa aktor aktif di tiga area
proses kebijakan. Kingdon berpendapat bahwa
dua kelompok aktor kebijakan yang relatif
berlainan cenderung mendominasi keputusan

melalui spesialisasi keahlian yang  dititik
beratkan oleh kebebasan relative dalam
pengambilan keputusan di satu daerah

keputusan yang relatif bagi orang lain.

Salah satu fitur penting dari model PAS
adalah bahwa Kingdon membagi masyarakat
menjadi dua kelompok kebijakan umum peserta
: sebuah kluster aktor yang terlihat dan kluster
aktor yang tersembunyi.

Pembahasan

Karir Dbirokrat (dan pelaku klaster
tersembunyi) mengambil isyarat mereka dari
pejabat terpilih seperti apa item akan menjadi
agenda untuk dipertimbangkan dan yang tidak
akan dipertimbangkan. Masalah dan solusi
yang dibahas dalam komunitas kebijakan
dibuang ke dalam kebijakan "sampah" di mana
koki "sup kebijakan purba di dalam sup ayam.”
Dalam lingkungan ini, spesialis kebijakan
mencoba ide-ide kebijakan mereka, masalah

lain pengukuran, memperbaiki dan
mengkombinasikan solusi seperti yang
diperlukan untuk memastikan alternatif

keputusan bagi permasalahan agenda. Usulan
bahwa status pertimbangan serius dalam "sup"
harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk
teknis kelayakan, politik, dananggaran. Jika
pejabat terpilih yang menerima kebijakan
alternatif, maka spesialis mendorong ide-ide
mereka. Jika tidak, mereka mengesampingkan
proposal dan menunggu pemerintahan baru
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atau fokus baru oleh legislative cabang yang
baru.Banyak karya dari kluster ini dilakukan
dalam perencanaan dan anggaran toko,
terutama menganalisis kelayakan ide relatif
terhadap kendala anggaran.

Kingdon mendefinisikan dua jenis
peluang keputusan dalam process kebijakan :
"Jjendela kesempatan" yang dapat diprediksi dan
yang tak terduga. Perubahan kebijakan utama
mungkin terjadi ketika tiga aliran datang
bersama-sama : masalah diakui, solusi tersedia,
iklim politik menerima perubahan, dan kendala
lainnya tidak melarang tindakan. Perubahan
mood secara nasional dibawa oleh krisis atau
gejolak jendela kesempatan yang tak terduga.
Energi perubahan kebijakan embargo minyak
yang datang setelah 1974 dari Organisasi
Negara Pengekspor Minyak (OPEC) adalah
contoh dari situasi ini.

Proses anggaran tahunan pembangunan
adalah contoh dari jendela kesempatan yang
diprediksi. Bagi Kingdon, anggaran merupakan
jenis tertentu masalah karena anggaran
merupakan bagian utama dari kegiatan
pemerintah. Sementara anggaran
pertimbangan dapat mempromosikan isu-isu
yvang lebih tinggi dalam agenda pemerintah,
yang seringkali anggaran bertindak sebagai
kendala karena item melebihi biaya bagi
pembuat keputusan yang Dbersedia untuk

direnungkan. Dalam kedua kasus,
pertimbangan anggaran dan proses kebijakan
terjalin.

Model Kingdon tentang pengaturan
agenda nasional juga telah diterapkan untuk
menyatakan pembuatan kebijakan Seperti
dalam model PAS, Virginia Gray dan David
Lowery (1999) menemukan bahwa legislator
Minnesota mengandalkan pengalaman mereka
sendiri dan orang-orang sebagai konstituen
mereka untuk mengidentifikasi masalah, tetapi
sangat bergantung pada "menyembunyikan
kluster" staf legislatif dalam pembentukan
kebijakan. Pada gilirannya, staf legislatif
mengandalkan berbagai sumber keahlian
kebijakan di dalam kluster yang tersembunysi,
termasuk pejabat lembaga eksekutif dan staf
legislatif lainnya.

Dalam salah satu ekstensi yang paling
eksplisit dari model PAS dalam pembuatan
kebijakan negara, Burdett Loomis (1994)
membawa kita melalui "tahun politik" dari
legislatif Kansas untuk menggambarkan
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pentingnya waktu, pengaturan tempo, dan
tenggat waktu dalam pembuatan kebijakan
negara Sunflower ini. "Meskipun konsep
multifaset politik waktu mengandung banyak
implikasi dalam perhitungan elektoral dari
strategi politisi, mungkin paling berkontribusi
untuk  memajukan pemahaman tentang
formulasi kebijakan".(Loomis 1994, 165).

Siklus anggaran dan tenggat waktu
untuk memaksa pengambilan keputusan
kebijakan adalah fitur yang menonjol dari
deskripsi pembuatan kebijakan negara dari
Loomis. Dia berpendapat bahwa banyak
pemikiran politisi strategis dapat dipahami
sebagai kewirausahaan dan serupa dalam
mengejar investasi strategi jangka panjang saat
mereka menempa karir politik mereka. Dia
mengamati bagaimana pemegang jabatan
melihat pilihan item agenda, anggaran
pembangunan, dan pilihan yang substantif
untuk mendukung alternatif selama sesi
legislatif dipengaruhi oleh jenis perhitungan
yang sama.

Dalam pandangan Loomis itu, strategi
ini dibentuk oleh pengaruh "waktu politis”,
"fungsi dari tren jangka panjang”, “siklus
teratur”’, dan “tenggat waktu:" Tidak ada
satupun sehingga mendefinisikan politik dan
pembuatan kebijakan sebagai tenggat waktu".
(Loomis 1994, 10).

Model Kaleng Sampah juga telah
diterapkan pada model penganggaran, baik
secara eksplisit maupun implisit. Teori
penganggaran menyerupai kaleng sampah
memodelkan fokus pada ketidakpastian dalam
penganggaran. Gerald Miller (1991, 73) menarik
ke dalam model penganggaran menyerupai
Model Kaleng Sampah karena struktur
keputusan yang menyusun kopling longgar dan
aliran independen menciptakan sistem yang
"dapat mempertahankan lebih banyak mutasi
dan solusi baru daripada akan menjadi kasus
dengan sistem ketat."

Menggunakan pendekatan teori
ambiguitas, Miller menjelaskan manajemen
keuangan publik yang longgar ditambah dengan
unsur-unsur lain dari organisasi, dan
berpendapat bahwa peran kantor keuangan
adalah  sebagai pengambilan keputusan,
sehingga output menjadi interpretasi yang
berakhir secara acak, saling terkait dan
memiliki sarananya.
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Berbagai macam pelaku dengan tujuan,
agenda, dan sumber daya yang berbeda
berkebutuhan untuk penganggaran demi
menjadi fleksibel dan mudah beradaptasi dalam
mengubah keadaan. Fleksibilitas tersebut
disediakan dalam pembuatan-keputusan
struktur yang menggabungkan lima hal yang
berbeda.

Pengambilan keputusan dalam aliran
pendapatan meresap dengan politik persuasi.
Ini menjawab pertanyaan, "Siapa yang akan
membayar berapa banyak?" Prinsip-kendala
untuk keputusan penerimaan adalah perkiraan
teknis dari pendapatan berdasarkan perkiraan
ini sangat sensitif terhadap lingkungan
ekonomi. Kendala juga merupakan peluang bagi
para enterprener kebijakan (Majone 1989).

Beberapa keterlibatan politik luas
melibatkan pengambilan keputusan dalam
alirankeseimbangan .Keputusan tentang
keseimbangan anggaran (bagaimana itu
didefinisikan, apakah untuk menyeimbangkan,
dan bagaimana untuk menyeimbangkan
anggaran) menciptakan kendala politik. Pada
dasarnya, hal ini terkait dengan keputusan
tentang ruang lingkup dan peran pemerintah,
dan kami akan kembali mengharapkan pejabat
terpilih  dalam  melihat kluster untuk
mendominasi diskusi. Tapi itu juga merupakan
proses interaktif antara pendapatan dan
perkiraan pengeluaran, dan untuk tugas ini
pihak pemerintah atau pemimpin legislatif
mungkin bergantung pada direktur anggaran
negara dalam hal informasi kritis dan
identifikasi alternatif kebijakan.

Pengambilan keputusan dalam aliran
proses anggaran berkaitan dengan politik
tentang bagaimana membuat keputusan
anggaran dan, terutama dalam hal
memutuskan. Rubin berpendapat bahwa yang
berpartisipasi, baik sebagai individu maupun
kelompok, berpengaruh terhadap hasil
penganggaran. Konflik di aliran ini melibatkan
keseimbangan kekuasaan pembuatan
keputusan antara cabang yang terpisah dari
pemerintah (eksekutif vs legislatif), dan antara
warga negara pembayar pajak dengan pejabat
pemerintah yang memutuskan alokasi.

Sebaliknya, pengambilan keputusan
dalam aliran pelaksanaan anggaran,dipandang
jauh lebih teknis dan ditandai oleh politik
akuntabilitas. Pertanyaan penting dalam
keprihatinan klaster secara persis bagaimana
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rencana anggaran  akan  diikuti, apa
penyimpangan akan diizinkan, dan parameter
kebijakan mana yang tidak dapat dilanggar.
Sifat rutin aliran keputusan ini memungkiri
pentingnya keputusan untuk menetapkan
anggaran dasar dan keseimbangan anggaran
dibawa ke depan untuk masa pengembangan
anggaran berikutnya.

Perubahan faktor lingkungan seringkali
memicu perubahan pelaksanaan, namun berarti
anggaran (program dan kebijakan) menjadi
jarang, atau bahkan bernilai netral. Jadi,
tergantung pada ruang lingkup perubahan,
penganggaran kembali yang mungkin
melibatkan pertimbangan diskusi kebijakan.
Selanjutnya, penganggaran kembali yang
signifikan mempengaruhi dasar anggaran
untuk tahun berikutnya, yang mempengaruhi
baik aliran pengeluaran dan aliran
keseimbangan anggaran. Periode penghematan
anggaran bisa secara signifikan meningkatkan
keterlibatan pejabat terpilih dalam
pelaksanaan strategies, tetapi mereka tidak
selalu mengurangi peran pemeriksa 'dalam
pengambilan keputusan, seperti yang akan kita
lihat di Bab 8.

Akhirnya, pengambilan  keputusan
dalam aliran pengeluaran ditandai oleh politik
pilihan. Kendala pertama adalah perkiraan
teknis biaya permintaan dasar (anggaran
dasar), yang merupakan peran penting bagi staf
Kantor Perbendaharaan Negera (SBO). Namun
definisi dasar anggaran semakin condong pada
keputusan politik itu sendiri.

Tujuan dari aktor anggaran adalah
untuk menyusun ulang prioritas-prioritas
pengeluaran atau menjaga urutan prioritas saat
ini, tergantung pada aktor berdiri dalam
anggaran dasar. Dalam teks 1ini, fokus
perhatian kita pada set keputusan ini. Aliran
ini bisa dibilang melibatkan jumlah terbesar
dari keputusan, dan kita akan melihat
bagaimana gubernur dan legislatif bergantung
pada SBO dan pemeriksa untuk melayani
sebagai penjaga gerbang penting dalam
keputusan pengeluaran proses tersebut. Dalam
hal in1 mereka para penjaga gerbang berperan
memberikan peran pemeriksa SBO yang
menonjol dalam arus keputusan ini.

Menurut model RTB, sifat nonlinear
penganggaran membutuhkan penyesuaian
keputusan secara terus-menerus dalam setiap
aliran, menanggapi keputusan dan informasi di

Jejaring Administrasi Publik. Th VI. Nomor 1, Januari-Juni 2014

aliran lainnya dan perubahan dalam politik
atau ekonomi lingkungan. Aktor anggaran tidak
terbatas pada lokus keputusan tunggal, tetapi
berpindah dari satu keputusan lain yang
diperlukan. Jika pekerjaan dalam satu kluster
terganggu karena informasi hilang atau
keadaan telah berubah, aktor dapat kembali
pada keputusan sebelumnya dalam kaitannya
dengan perubahan kondisi lingkungan, atau
bahkan meninggalkan kluster sementara untuk
mengambil informasi yang diperlukan dari
kluster lain. Hasilnya adalah bahwa keputusan
dalam satu blok aliran tidak perlu mengganggu
sisa kluster lainnya.

Perlakuan waktu sebagai kendala yang
jauh berbeda dalam model RTB dari pada
agenda penyusunan kebijakan Model Kingdon,
namun. Menurut Model PAS, waktu kurang
penting dibandingkan pengaturan tempo.
Sebaliknya, waktu adalah kendala nyata dalam
model RTB, seperti dalam deskripsi kebijakan
Negara Loomis. Loomis (1994, 14) berpendapat
bahwa'"tenggat waktu mempengaruhi proses
kebijakan setidaknya tiga hal yang berbeda.
Pertama, banyaktenggat waktu yang dikenakan
oleh struktur konstitusional dan legal,
meskipun seperti aturan permainan yang
rentan terhadap perubahan dan bahkan seperti
manipulasi, dalam jangka pendek dianggap
sebagai hal yang diperbaiki oleh hampir semua
aktor yang relevan. Loomis (14)
menggambarkan susunan kedua tenggat waktu
yang '"mencerminkan praktek institusional,
seperti batas susunan eksekutif dan legislatif
mereka sendiri dalam waktu internal. Tenggat
waktu anggaran internal dan proses struktur
legislatif memberikan kerangka kerja untuk
semua yang terlibat."Rubin (1997, 302) setuju :
"Penganggaran memiliki garis bawah dan
tanggal jatuh tempo, yang membedakannya
dari banyak lainnya adalah keputusan
politik."Anggaran harus dilalui di beberapa
titik, dan proses penganggaran secara
keseluruhan selalu bekerja menuju tenggat
waktu itu. Ini adalah garis-batas kendala yang
menciptakan jendela anggaran seperti
diprediksi peluang dalam model PAS.

Waktu juga penting dalam model RTB,
karena berbagai aktor harus dapat
menginterupsi pekerjaan di kluster mereka,
baik untuk mengambil informasi yang
diperlukan dari kelompok lain atau untuk
meninjau kembali keputusan sebelumnya
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dalam perubahan-terang dari kondisi
lingkungan. Hal ini difasilitasi sebagian oleh
aliran partisipasi aktor sesuai kebutuhan yang
berpindah dari satu ke yang lain dalam
keputusan RTB model tersebut. Sebagai contoh,
seorang legislator dapat bertemu dalam sebuah
komite untuk mendiskusikan masalah
pengeluaran dengan agen, kemudian
menghadiri pertemuan aturan komite untuk
menentukan proses anggaran dalam isu yang
berbeda.

Hal ini juga penting untuk dicatat
bahwa RTB pada dasarnya adalah tingkat
makro dalam model deskriptif penganggaran
seperti model Kingdon yang merupakan
modelproses agenda penyusunan
kebijakantingkat makro. Secara bersama-sama,
mereka menyarankan faktor konstelasi yang
mempengaruhi  lingkungan penganggaran
makro. Tapi, sintesis ini membuka pertanyaan
tentang bagaimana keputusan anggaran yang
dibuat di tingkat penganggaran pada tingkat
mikro (individu). Beberapa fitur umum yang
sangat penting yaitu:

1. Kedua model

kompleksitas

menyoroti

anggaran dan

pengambilan keputusan kebijakan

yvang tidak linear, mereka berdua

menggunakan  beberapa aliran
keputusan yang saling-tergantung
dalam memetakan anggaran dan
kegiatan kebijakan.

2. PAS dan RTB menggambarkan
kelompok aktor yang ditandai
dengan partisipasi dalam berbagai
keputusan anggaran dan proses
kebijakan, yang melihat Kingdon
dan kluster tersembunyi yang
kompatibel dengan susunan dari
aktor yang dikemukakan Rubin.

3. Baik model yang
menekankankelayakan keputusan

atas keputusan yang dioptimalkan.

Fisibilitas dalam  model PAS

meliputi fisibilitas teknis, politis,

dan anggaran, sementara model

RTB membedah kelayakan
anggaran menjadi beberapa
komponen.
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4. Perlakuan atas waktu
danpengaturan tempo dalam dua
model yang dihubungkan oleh
"jendela paling sempat diprediksi”
dalam proses kebijakan dan siklus
anggaran tahunan.

Sintesis dari proses model anggaran dan
kebijakan menyoroti pentingnya fitur dari
peran SBO dalam pemerintahan negara.

1. Sifat penganggaran yang nonlinier

dan pembuatan kebijakan
menunjukkan bahwa model
anggaran  berarti dan  harus
mencakup fleksibilitas dalam
urutan keputusan, namun
memberikan beberapa

pengorganisasian kerangka kerja
yang saling tergantung antara
faktor
kebijakan yang dapat didamaikan

factor anggaran dan

untuk  pengambilan  keputusan
ketika tenggat waktu anggaran tiba.
2. Partisipasi beberapa aliran aktor
yang menyoroti pentingnya memori
institusional peran tempat SBO
dapat bermain di dalam anggaran
dan analisis kebijakan. Para peserta
yang paling penting dalam aliran
RTB dan model PAS yang memilih
pejabat, termasuk gubernur.anggota
staf SBO yang cenderung aktor
jangka panjang, dan, sebagai sebuah
tempat SBO  dapat
mempertahankan sistem memori

institusi,

manajemen institusional yang
memfasilitasi anggaran rinci dan
kebijakan".
konsekuensinya, gubernur dapat

"sejarah Sebagai

bergantung pada pemeriksa
anggaran dalam mempertahankan
kontinuitas kebijakan
ataumengembangkan perubahan
efektif

dengan

kebijakan yang dalam

hubungannya anggaran

keputusan.
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3. Lembaga lainnya menyoroti model

persyaratan  kelayakan. Seperti
kedua model yang menunjukkan
bahwa kelayakan sosial, politik, dan
hukum yang sama pentingnya bagi
pemeriksa sebagai kelayakan teknis
dan ekonomi, terjadi karena mereka
membuat keputusan dalam konteks
kebijakan dan prioritas gubernur.
Mereka meninjau aspek analisis
kebijakan permasalahan anggaran
ke dalam kerangka teknis dan
analisis ekonomi.

4. Keputusan kebijakan dapat ditunda
dalam proses anggaran, tetapi

efeknya adalah untuk status quo

menjadi lebih nyata, dan 1itu

berarti tidak ada

pengembangan program atau tidak

mungkin

ada perubahan program. (Dalam
kasus yang jarang terjadi, hal ini
dapat berarti membiarkan matahari
terbenam pada program yang
berlaku.) Ini titik terakhir (reifikasi
status quo) adalah alasan yang
model inkrementalisme Lindblom
berpendapat bahwa  perubahan
kebijakan yang paling kerap terjadi
dalah secara bertahap, tahap demi
tahap dalam  kebijakan yang
disediakan oleh arena. Ada terlalu
banyak faktor dan aktor yang tepat
harus digabungkan pada waktu
yang tepat pula untuk membuat
perubahan substansial dalam setiap
bidang kebijakan yang paling sering
terjadi.

Sementara model PAS membantu
menjelaskan perubahan besar dalam kebijakan
publik, Kingdon mengakui bahwa perubahan
kebijakan yang paling sering terjadi secara
bertahap dalam waktu yang tersedia dalam
arena kebijakan. Model pengambilan keputusan
incrementalist didasarkanpada asumsi bahwa
ada beberapa pembuat keputusan yang
seringkalimenghadapi berbagai kendala tujuan
dalam kendala waktu yang eksplisit.LLindblom
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(1975, 162)menunjukkan bahwa  metode
tambahan "sebenarnya adalah metode yang
paling umum melalui keputusan kebijakan
publik mana yang didekati, termasuk
keputusan tentang pajak dan pembiayaan.
"Metode incremental ditandai dengan keasyikan
dengan hanya satu set alternatif kebijakan
terbatas yang relevan secara politis. Hal im
biasanya berarti kebijakan ini hanya berbeda
secara bertahap dari kebijakan yang ada,
melibatkan analisis hanya pada aspek-aspek
kebijakan yang berbeda dari kebijakan saat ini
dan pandangan dari keputusan kebijakan yang
akan datang sebagai salah satu kebijakan
dalam suksesi pilihan.

Menurut metode inkremental, pembuat
keputusan politik berfokus pada nilai marjinal
dari tujuan sosial dan berbagai kendalanya, dan
mereka mencampurkan evaluasi dan analisis
empiris daripada hanya melakukan
konsekuensi analisis empiris dari kebijakan
yang secara mandiri menghalangi tujuan yang

diinginkan.

Inkrementalisme mengelola
kompleksitas yang melekat dalam analisis
kebijakan dengan memusatkan perhatian

hanya pada sejumlah kecil dari semua nilai
penting yang paling relevan. Lindblom
berpendapat bahwa penyederhanaan drastis
suatu masalah kompleks dicapai melalui
pengabaian langsung dari konsekuensi
kebijakan penting yang asalkan konsekuensi
diterima dan tidak diabaikan oleh proses
kebijakan itu sendiri.

Inkrementalisme menekankanaspek
penganggaran yang diprediksi.Teori
pengambilan keputusan 1ini berusaha untuk
mengurangi ketidakpastian dalam process
dengan mencatat pola yang diprediksioleh
perilaku aktor-aktor yang diharapkan. Pada
model  inkrementalisme, biro anggaran
memainkan peran wakil bendahara, dan
bahkan peran tersebut diperluas menjadi
advokat kuat dari presiden kebijakan yang
keluar melalui skema pembangunan.(Wildavsky
1988, 92).

Sebuah sintesis lebih lanjut dari model
inkrementalisme dengan GCM berbasis models
mengarah ke beberapa fitur penting dari
anggaran SBO. The RTB Model dan
inkrementalisme menyoroti pentingnya tenggat
waktu anggaran, yang membutuhkan
keputusan harus dibuat dengan informasi yang
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tersedia. SBO berada pada pusat ini nexus
anggaran dan kebijakan, bertugas mengelola
budget proses sehingga tenggat waktu anggaran
terpenuhi dan memastikan bahwa anggaran
ujianiner recommendations memenuhi
anggaran dan kriteria kebijakan rasionalitas.
Apakah menganalisis perubahan tambahan
atau perubahan kebijakan substansial, SBO
dikenakan biaya dengan membuat rekomendasi
yvang efektif yang memenuhi kriteria
rasionalitas anggaran.

Selanjutnya, model PAS menyoroti
bahwa pembuatan kebijakan adalah produk
dari keputusan yang dibuat oleh dua kelompok
aktor yang berbeda: kluster yang terlihat
(terutama pejabat terpilih) dan kluster yang
tersembunyi  (termasuk  birokrat, analis
kebijakan, dan akademisi). Demikian pula kita
mengenal dua set berbeda yang menentukan
pengambil keputusan untuk membedakan
antara keputusan penganggaran makro dan
keputusan penganggaran mikro. Contoh umum
akan mencakup keuangan reformasi sekolah,
konstruksi jalan raya utama dan inisiatif
pemeliharaan, dan besar inisiatif konstruksi
penjara.

Peran menonjol dan penting dari kantor
perbendaharaan negara dalam komunikasi
anggaran mengalir dengan karakteristik umum
yvang sejalan dengan model PAS Kingdon dan

pandangannya tentang agenda keputusan
kebijakan yang mencatat fenomena dari agenda
keputusan anggaran. Agenda Keputusan

anggaran merupakan seperangkat isu bahwa
para  pembuat  kebijakan  secara  aktif
mempertimbangkan untuk dimasukkan ke
dalam anggaran bertkutnya. Agenda keputusan
anggaran juga dapat memenuhi syarat sebagai
"agenda operasional," yang memberi bentuk
lebih formal pada agenda dari berbagai
kepentingan jaringan kebijakan dan pelaku
kebijakan, termasuk gubernur, legislatif, dan
birokrasi khusus (Eyestone 1978). Ketika item
tidak ada dalam agenda, para pemeriksa secara
informal mendelegasikan keputusan sisa
wewenang oleh gubernur dan legislatif, dan
tradisi sekutu, reaksi naluriah mereka adalah
untuk mengatakan "tidak." Ketika pemeriksa
menerima isyarat bahwa masalah kebijakan
merupakan agenda keputusan anggaran,
mereka kritis gatekeeper dalam kluster
tersembunyi yang membantu menentukan
susunan alternatif yang sah. Tapi dalam hal

Jejaring Administrasi Publik. Th VI. Nomor 1, Januari-Juni 2014

apapun, mereka harus membujuk pejabat
terpilih bahwa perubahan kebijakan yang
mereka sarankan adalah kesepakatan yang
layak dan dengan fokus kebijakan gubernur.
Kami mengeksplorasi bagaimana hal ini
dilakukan sedikit kemudian.

Lokus dalam menentukan pengambilan
keputusan dalam proses anggaran eksekutif
Amerika menyatakan umumnya tetap dengan
legislatif dan gubernur. Sebuah porsi yang
signifikan dari literatur dikhususkan untuk
pengaruh gubernur dan legislatif pada hasil
anggaran (lihat Abney dan Lauth 1985; Anton
1966; Gosling 1991; Lee 1992, Sharkansky
1968b, dan Thompson 1987, antara lain).
Gubernur telah menjadi kekuatan pendorong di
belakang keputusan kebijakan dalam sebagian
besar negara (Clynch dan Lauth
1991).Terkecuali North Carolina, gubernur
melaksanakan beberapa bentuk hak veto
terhadap undang-undang pembangunan
struktur.Kerajinan usulan anggaran eksekutif
mungkin salah satu yang paling penting dari
keuntungan kebijakan yang tersedia bagi
gubernur (Forsythe 1997; Ransone 1982, Sabato
1983). Meskipun legislatif telah menegaskan
kembali posisi mereka dalam proses anggaran,
terutama dengan pembangunan pada akhir
tahun 1970 dari Staf profesional anggaran
legislatif (Caiden, 1984; Gosling 1985), gubernur

mempertahankan  pengaruh  politik  dan
kebijakan yang cukup wuntuk menegakkan
kebijakan anggaran dan prioritas

mereka.Pengelolaan proses dalam SBO ini
adalah tanggung jawab direktur anggaran.
Pengaruh SBO sering mencerminkan kekuatan
hubungan antara gubernur dan direktur
anggaran.Diangkat oleh gubernur, direktur
anggaran sangat menyadari kebijakan eksekutif
lebih tinggi serta memiliki "gambaran besar."
Gubernurbergantung secara keuangan dan
politikpada direktur anggaran untuk
"menentukan batas-batas sumber daya, dan
membangun agenda program alternatif dalam

tindakan pemerintahan ekonomis untuk
jangkauan tujuan yang disepakati "(Burton
1943, 104).

Ada dua komponen dari top-down
stream informasi:
1. Kebijakan

menunjukkan prioritas kebijakan

pedoman yang

dan arah dari gubernur dan
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2.

Pendapatan perkiraan

yang
fiskal.

Instruksi anggaran yang ditularkan

mengatur parameter
dari gubernur ke lembaga melalui
set SBO panggung untuk memenuhi
kritis makro-tujuan penganggaran.

Mengingat dampak kurang
langsung mereka pada na-
internasional ekonomi, perhatian

utama dari anggaran pemerintah
negara bagian dan lokal adalah
kebutuhan

untuk

memperhatikan
dekat
menyeimbangkan anggaran

universal
serta
daya untuk

alokasi sumber

prioritas  kebijakan

Oleh

anggaran

membiayai
gubernur. karena itu,
perencanaan dimulai

dengan  gubernur merumuskan
tujuan dan kebijakan sesuai dengan
perkiraan pendapatan dan
pengeluaran. Anggaran eksekutif

terbentuk dalam suatu

yang
untuk

proses
iteratif membutuhkan
pemeriksa membawa

penilaian mereka dalam
menanggung ribuan item keputusan
individu. Informasi aliran ke dalam
proses anggaran dari banyak anak
aliran: lembaga, kelompok
kepentingan, perwakilan legislatif,
dan lainnya yang menarik orang.
Keputusan pentingsedang dibuat
sepanjang aliran dalam mencegah
penambangan informasi yang pada
akhirnya mengalir ke permintaan
pegawai anggaran.Pada gilirannya,
semua permintaan ini mengalir ke

SBO di

untuk analisis

mana mereka disimpan
dan rekomendasi
oleh para pemeriksa. Sebagian besar
yang
para

tetapdalam buku ini

membahas bagaimana
pemeriksa mengelola arus informasi
ganda (baik top-down dan bottom-

up) guna menghasilkan

Jejaring Administrasi Publik. Th VI. Nomor 1, Januari-Juni 2014

rekomendasi anggaran yang efektif

bagi  direktur anggaran dan

gubernur.

Thomas Lynch (1995) menunjukkan
bahwa pemeriksa di SBOs yang unik memenuhi
syarat untuk mengejar  pengembangan
kebijakan dan inovasi karena kesetiaannya
kepada gubernur menghadapkan mereka ke
perspektif global dari pemerintah negara
bagian, namun kontak mereka dengan manajer
lini berfokus 'perhatian pada inisiatif program
khusus. Forsythe (1991, 171) mengamati bahwa
pemeriksa "biasanya memiliki ide yang baik
dari mana lembaga yang baik-baik yang
menggunakan sumber daya secara cerdas dan
efisien, dan mana yang tidak." Kingdon (1995,
139) menyimpulkan bahwa kebijakan spesialis
membuang banyak ide karena mereka "tidak
bisa membayangkan keadaan apa pun yang
masuk akal di mana mereka dapat disetujui
oleh politisi yang terpilih dan ditunjuk oleh
mereka."

Temuan Loomis (1994) dalam studi
Kansas nya setuju dengan argument Kingdon
bahwa beberapa ide kebijakan yang tetap hidup
dengan harapan bahwa semakin besar iklim
politis akan berubah, meskipun ide saat ini
mungkin tidak mendukung. Tugas pemeriksa
adalah untuk memastikan bahwa keputusan
penganggaran mikro sesuai dengan keputusan
penganggaran, makro, apakah keputusan
penganggaran makro merupakan pedoman baru
atau lama.Kecuali mereka secara eksplisit
berubah, keputusan penganggaran makro
ditegakkan melalui kelanjutan anggaran dasar.
Seharusnya sudah jelas dari diskusi kita
tentang masalah keterkaitanan dalam
penganggaran dan kebijakan publik bahwa
semua keputusan anggaran tidak sama.
Beberapa keputusan anggaran relatif sedikit,
yang mencerminkan perubahan signifikan
dalam kebijakan seperti yang dijelaskan oleh
model PAS dari Kingdon. Sementara lainnya,
mayoritas keputusan, menyerang  para
pengamat seperti agak biasa-biasa saja. Kita
akan mengikuti tipologi tiga tingkat dari
Gosling(1985) tentang  keputusan dalam
pengembangan anggaran, dan mendiskusikan
pengaruh relatif para pemeriksa pada tingkat
yang berbeda dari keputusan. Hal ini berguna
nantinya ketika kita membahas rasionalitas
anggaran dan peran pemeriksa sehubungan
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dengan mereka yang ditugaskan oleh
lembaga.Sebagian besar keputusan selama
perkembangan anggaran tidak high-profile.
"Tingkat-keputusan pertamamenyesuaikan
anggaran dasar dari instansi, yang kedepannya
mempengaruhi sedikit pengeluaran. Tujuan
dari susunan keputusan adalah untuk
keterampilan "kelanjutan anggaran" atau
"biaya untuk melanjutkan" anggaran bagi
lembaga. Definisi anggaran dasar sesuai dengan
alokasi yang akan mengizinkan lembaga untuk
terus memberikan tingkat saat layanan,
mengingat tidak ada perubahan dalam
tuntutan kebijakan atau tanggung jawab.
Pemeriksa sangat mempengaruhi sebagian
besar keputusan ini.

Tingkat kedua item keputusan meliputi
kebijakan minor dan anggaran menyesuaikan,
sering melibatkan keputusan untuk menambah
posisi personil untuk program, atau dalam
meningkatkan pengeluaran modal untuk
peralatan atau bangunan utama dalam
meningkatkan pemerintah.Hal ini juga dapat
melibatkan pendanaan untuk program
percontohan yang dapat menjadi inisiatif
lembaga atauinisiatifgubernur.Keputusan
tentang peningkatan posisi penting lembaga
sering sulit, terutama ketika gubernur telah
menjalankan kampanye pemilu pada platform
untuk mengurangi jumlah jabatan
pemerintahan. dJenis-jenis keputusan sering
disebut anggaran"tambahan" karena mereka
menambah atau mengubah tingkat program
layanan oleh kantor dinas. Ini adalah
keputusan yang sangat berpengaruh bagi
pemeriksa daerah, karena mereka sangat
memenuhi syarat untuk memberikan saran
kepada direktur anggaran dan gubernur
mengenai kebijakan dan program dampak dari
keputusan ini. Tingkat keputusan inisering
melibatkan keputusan yang paling rumit
karena lembaga secara rutin berdebat untuk
meningkatkan dan memperluas program
mereka. Tingkat keputusan ketiga termasuk
keputusan kebijakan utama yang secara
signifikan mengubah anggaran dasar.
Keputusan dapat mempengaruhi hanya satu
badan anggaran langsung pada dana yang
signifikan dihabiskan untuk kebijakan tersebut.
Inisiatif biasanya merupakan alokasi belanja
yvang dialihkan ke lembaga lain demi
peningkatan program. Dengan demikian, arah
anggaran yangmenentukan priprioritas-
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prioritas kebijakan gubernur, seperti
keringanan pajak properti meningkat, dapat
ditafsirkan oleh kedua lembaga pemeriksa
dengani menyarankan untuk mendapatkan
kenaikan anggaran belanja bagi lembaga lain,
terutama jika iklim fiskal tidak kuat. Ketika
inisiatif kebijakan utama termasuk dalam
anggaran pembangunan pemerintah, pemeriksa
SBO ditugaskan kepada badan penargetan yang
seringkali mengidentifikasi dan menganalisis
alternatif yang layak, tetapi sering berhenti
secara tiba-tiba dengan merekomendasikan
salah satu alternatif di atas orang lain.
Biasanya  pilihan akhir dari  gubernur
mencakup pertimbangan politik tingkat tinggi,
sepertli yang kita bicarakan nanti, pemeriksa
tidak dapat mengabaikan faktor-faktor politik,
karena taruhan politik yang tinggi melibatkan
risiko bagi gubernur, bukan pemeriksa.

Ada juga satu susunan keputusan
anggaran yang tidak umum dipertimbangkan
dalam pengembangan keputusan anggaran, dan
mereka tidak termasuk dalam tipologi Gosling
(1985) ini. Hal ini merupakan eksekusi pada
fase keputusan anggaran, dan keputusan
anggaran pembangunan berdampak dalam
beberapa cara. Pertama, periode tekanan fiscal
dapat meminta penganggaran cutback
(pemotongan), yang pada dasarnya menentukan
kembali anggaran untuk kantor dinas.
Tergantung pada metode yang digunakan,
pengurangan akan seluruh papan atau
pemotongan akan diterapkan pada lembaga
selektif. Faktor utama yang mempengaruhi
bagaimana mereka direkomendasikan
pemotongan badan anggaran adalah apakah
mereka diizinkan untuk bekerja dengan badan-
badan atau diminta untuk menghasilkan
pengurangan pilihan sendiri, untuk presentasi
kepada direktur anggaran dan Gubernur tanpa
komentar kedinasan.

Kesimpulan

Proses anggaran tertanam dengan
tenggat waktu, dan siklus adalah pusat dengan
struktur kehidupan politik dan penafsirannya.
Dari  perspektif  struktural, keteraturan
anggaran dan siklus lain secara langsung
mempengaruhi bagaimana politik dan
pembuatan kebijakan bermain. Siklus anggaran
terutama penting karena penganggaran, lebih
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dari siklus pemilu dan lainnya, mendikte
tindakan, bahkan ketika semua orang yang
terlibat akan lebih memilih penundaan dan
penghindaran.Teori anggaran inkrementalisme
(Wildavsky 1964, 1988) yang memiliki
penelitian anggaran lama yang mendominasi
didasarkan pada konsep-konsep yang sama
dengan '"rasionalitas dibatasi" dan pembuat
kebijakan "keluar dari keterpurukan” melalui
proses kebijakan untuk membuat keputusan
kebijakan.

Hal ini telah difokuskan pada proses
anggaran pada umumnya dan hasil final alokasi
(penganggaran makro), memberikan sedikit
informasi mengenal anggaran keputusan
individu dalam lembaga atau biro anggaran
pusat (penganggara mikro).Persyaratan bahwa
solusi kebijakan memilikikelayakan anggaran
berarti secara de facto, telah menjadi keputusan
anggaran. Pemeriksa SBO ditempatkan untuk
memantau aliran keputusan berbagai proses
kebijakan dan anggaran. Banyak pemeriksa
kami wawancarai yang mendukung
karakterisasi SBO sebagai "tempat tindakan",
dan menawarkan komentar pada lingkungan
pemerintah sebagai ilustrasi dari "perspektif
global" atau "gambaran besar".

Permintaan anggaran muncul dari
proses kebijakan. Ketika program diusulkan
untuk pendanaan, hal tersebut menjadi bagian
dari masalah anggaran yang lebih besar karena
bersaing dengan program-program  yang
diusulkan dan program-program lainnya yang
sudah ada. Keputusan pendanaan individu
untuk program itu sendiri adalah masalah
anggaran yang lebih kecil, karena program
tersebut ada karena berbagai kegiatan dengan
menggunakan berbagai sumber daya, yang
sebagian besar direduksi menjadi bernilai
uang.Karena biasanya ada cara-cara alternatif
dari operasional program untuk mencapai
tujuan kebijakan, masalah anggaran tingkat
mikro bagi seorang bendahara individu adalah
bagaimana untuk mendanai kegiatan untuk
mencapai sebuah tujuan (atau berbagai tujuan).
Mengetahui bagaimana dan mengapa program
kebijakan publik ada adalah penting untuk
memahami bagaimana mengevaluasi
permintaan anggaran untuk mendanainya.
Menggunakan anggaran untuk mendanai
kebijakan membentuk  hubungan  proses
anggaran dan proses kebijakan Kedua proses
yang berbeda namun saling tergantung.
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Penganggaran makro pada dasarnya
dapat direduksi menjadi masalah alokasi
karena anggaran membiayai kebijakan dan
program pemerintah.Perluasan program
pemerintah di semua tingkat pemerintah
Amerika berarti meningkatkan kompleksitas
dalamkeputusan anggaran. Penganggaran juga
menjadi lebih sulit karena kesediaan Amerika
untuk meningkatkan pajak belum tentu cocok
dengan kesediaan mereka untuk meningkatkan
pengeluaran pemerintah.

Sementara menurut jajak pendapat
masyarakat secara dangkal mencerminkan
keinginan untuk memotong pengeluaran
pemerintah, mereka juga mengungkapkan
bahwa jari biasanya menunjuk pada program
orang lain untuk menjadi pemotongan masalah
dalam menyeimbangkan anggaran saat ini,
seperti yang telah terjadi pada masa lalu,
adalah memutuskan bagaimana
mengalokasikan dolar di seluruh program yang
bersaing, banyak, beragam, dan sering
merupakan kendala pendapatan. Misalnya, DW
Breneman (1995, B2) menegaskan  bahwa
negara perlu memikirkan hal-hal yang tak
terpikirkan mengenai pendidikan tinggi dalam
"perubahan besar yang harus dipertimbangkan,
karena meningkatnya kombinasi permintaan
dan sumber daya negara yang terbatas tidak
akan mengizinkan permasalahan yang tidak
ada solusinya."
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